KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RARKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

NOMOR | 188.342/DPRD- 6 /2016

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL

EVALUASI GUBERNUR .JAWA BARAT TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

bahwa scbagaimana Surat Sekretaris  Daerah  Nomor
U6 1.1/3504/0rg tanggal 12 Oklober 2016 perihal Hasil
Evaluasi Raperda  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat
Dacrah Kabupaten Cirebon;

bahwa penyvempurnaan dan penyesuaian hasil Rekomendasi
Gubernur scbagaimana huruf a,  telah dibahas Bapperda
dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah;

bahwa penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana hurul b
perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupalen dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Baral (Berita Negara Tahun 1950) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tlentang
Pembentukun kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Ducrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Memperhatikan:

Menetapkan

PERTAMA

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049):

Undang-Undiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noror 3587), sebasaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5586,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal
Ducrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887):

Peraturan DPRD Kabupaten Circbon Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertub DPRD Kabupaten Cirebon.,

Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 080/4360/0rg tanggal 30
September 2016 Perihal Persetjuan Raperda Perangkat Dacrah
Kabupataen Cirebon

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Penvempurnaan dan Penyesualan sebagaimana hasil
Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Circbon Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
lerpisahkan dari keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, Nopember 2016

WARKILAN RAKYAT DAERAH

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini, disampalkan kepada :
1. Yth, Gubernur .Jawa Baratl di Bandung

2. Yth, Bupati Cirebaon

3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon,



Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 188.342/DPRD - 6 /2016
Tanggal : 9 Nopember 2016

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

| NO. PASAL SUBSTANSI RAPERDA HASIL EVALUASI USULAN RUMUSAN AKHIR KETERANGAN

I, |Pasal 2 ayat| 15. Dinas  Komunikasi, 1 15.Dinas Komunikast dan| 15. Dinas  Komunikasi dan
_S yr._..:_y_._“; d informatika dan informatika Tipe A untuk mformatika Tipe A untuk
e Statistik Tipe A untuk menyelengearakan  urusan menvelenggarakan  arusan

menvelengoarakan pemerintahan bidang pemerintahan bidang
urusan pemerintahan Komumkasi dan Komunikasi dan
bidang Komunikasi informatika, urusan informatika, urusan
dan informatika, statistik dan urusan statistik dan urusan
urusan statistik dan persandian; persandian;

urusan persandian;

2. Pasal 2 ayat| 21. Dinas Penanaman Modal| 21.Dinas Penanamarn Modal| 21. Dinas Penanaman Modal dan |
wﬂm_nwﬁ.w; d dan Pelayanan Perizinan dan Pelavanan Terpadu Pelayanan  Terpadu  Satu

& Tipe A untuk Satu Pintu Tipe A untuk Pintu Tipe A untuk
menyelenggarakan menyelenggarakan  urusan menvelenggarakan urusan

urusan pemerintahan _ pemerintahan En_::f pemerintahan bidang |




B

angka 4

[ Pasal 15 ayat |
(1)

A.:|C G :.mmz

pendidikan dan pelauhan.

berlakunva
peraturan daerah ini, maka
penvesuaian pengisian

jabatan  direktur rumah
umum daerah

pengisian

serta
kepala

sakit
jabatan

(1) Dengan

puskesmas sebagai jahatan
fangsional, berpedoman

ﬁm..:.._ﬂ_ ketentuan peraturan |

perundang-undangan

vang |

Pasal 17
Peralihan)

ﬁro:.u.::,_m:

berlakunya
peraturan daerah ini, maka
Rumah Sakit Umum Daerah

tetap melaksanakan
tugasnya sampai  dengan
ditetapkannya Peraturan

Presiden tentang Organisasi
dan Tata Hubungan Kerja

—_—

bidang Penanaman Penanaman Modal; Penanaman §O|er
Modal;
- - - - B
Pasal 2 ayat| 4. Badan Perpajakan  Daerah| 4. Badan Pengelolaan |[4. Badan Pengelolaan
(2] huruf el pjhe B yntuk melaksanakan Pendapatan Daerah Tipe B Pendapatan Daerah Tipe B
fungsi penunjang untuk melaksanakan fungsi untuk melaksanakan fungsi
perpajakan. penunjang perpajakan. penunjang perpajakan.
| 1. Badan _mn.ﬁummxsﬁmm:” o 1. Badan Kepegawaian “dan
pendidikan  dan  pelatihan Pengembangan Sumber Dava
daerah  Tipe A untuk Manusia Tipe A uniuk
melaksanakan fungsi melaksanakan fungsi
penunjang kepegawaian, _ penunjang kepegawsaian,

pendidikan dan pelatihan;

Pasal 17 :nm::::mﬂ
Peralihan)

(1) Dengan berlakunya peraturan
daerah ini, maka Rumah
Sakit Umum Daecrah tetap |
melaksanakan tugasnya
sampati dengan |
ditetapkannya Peraturan
Presiden tentang Organisasi

dan Tata Hubungan Kkerja

Surar mmimﬂjz_.
Jawa Barat
nomor

061 /4993 Jorg
tanggal 2
Nopember 2016
tentang
Perubahan
Nomenklatur

BKD




5 Fasal

| Pasal 15 avat
|
| 3]

1
1
|

berlaku.

Rumah Sakit Umum Daerah

serta Pengelolaan
Keuangannva.

(2] Penvesuaian pengisian
jabatan  direktur  Rumah
Sakit Umum Daerah dan
pengisian  jabatan  kepala

Pusat Kesehatan Masyarakat

sebagai pejabat fungsiona
dilaksanakan setelah

ditetapkannya

dan politik,

perundang-undangan

mengenai pelaksanaan

peraturan

presiden sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

tersebut diatas. _

(3) Dalam hal _umqm:mr._:dmxﬁp: {3 v..n%.mzmwm: Daerah vang
vang melaksanakan Urusan | melaksanakan Urusan
Pemerimtahan di bidang Pemerintahan di  hidang
kesatuan bangsa dan politik kesatuan  bangsa dan |
sebagaimana dimaksud politik  yvang terbentuk
pada ayal (1) telah dengan SUSUNHN
tergabung dengan Urusan arganisast dan tata kerja
Permerintahan  lain, maka sebelum Peraturan
Perangkalt Daerah tersebut Daerah ini diundangkan,
hanya melaksanakan tetap melaksanakan
Urusan Pemerintahan  di tugasnya sampai dengan
bidang kesatuan  bangsa adanya peraturan

(2)

"Rumah Sakit Umum Daerah

serta Pengelolaan
Keuangannya.
Penyesuaian pengisian

jabatan direktur Rumah Sakit
Umum Daerah dan pengisian

Jjabatan kepala Pusat
Kesehatan Masvarakat
sebagal  pejabat  fungsional,
dilaksanakan setelah
ditetapkannya peraturan
presiden sebagaimana
dimaksud pada avat (1)
tersebut diatas.

Perangkal Daerah .,....:..w
melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang

kesatuan bangsa dan politik

vang terbentuk dengan
susunan organisasi dan tata
kerja schelum Peraturan
Daerah  ini  diundangkan,
tetap melaksanakan tugasnva
sampai dengan adanya
peraturan perundang
undangan mengenal
pelaksanaan urusan

SW&S@JSaETEE LIITILm




Pasal 16

| Pasal
huruf T

Pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah,
sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini

dilaksanakan mulai tahun 2017.

f. Peraturan Daerah

4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan  Organisasi
dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana
Dacrah  dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten

Cirebon (Lembaran Daerah
kabupaten Cirebon Tahun
2016 Nomor 4. Seri D.4);
sepanjang ketentuan vang
mengatur tentang

pemadam kebakaran.

Kabupaten Circbon Nomor |

~ urusan permerintahan
umuim didaerah
diundangkar.
Pasal 18 .
Pelaksanaan  tugas  pokok dan
fungsi perangkat daerah,
sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ni
cilaksanakan mulai Bulan

Januari 2017,

[. Peraturan Dacrah Kabupaten
Cirebon Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan |
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Cirebon
{(Lembaran Daerah
kKabupaten Cirebon Tahun
2016 Nomor 4, Seri D.4);
sepanjang ketentuan  vang

mengatur tentang pemadam

kebakaran; (1 hasil kajian

vmm.e: 15

Pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah,
schagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini dilaksanakan
mulai Bulan Januari 2017,

£

didaerah &::ammmrm:.

Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penangeulangan
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Cirebon

(Lembaran Dacrah kKabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor
D.4);

4, Seri scpanjang

ketentuan  yang mengatur
tentanyg pemadam kebakaran;

( hasil kajian propinsi adalah




‘.9|

- .|.ﬁ5_u|._r|% adalah kecuali| kecuali  ketentuan %m:mm
_ ketentuan  yang  mengatur mengatur sub urusan
7 sub urusan bencana) bencana).
Bab S:S:mm - o Agar diatur  tersendiri :.:E:m. BAB VII - |
jabatan | jabatan [ungsional KELOMPOK JABATAN
fungsicanal | FUNGSIONAL
Pasal 13
(1) Kelompok Jabatan
Fungsional mempunvai |
tugas melaksanakan |
scbagian tugas Pemerintah |
Dacrah sesual dengan |
_

keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan
Fungsional  terdiri  dari |
sejumlabh tenaga fungsional |
vang diatur dan ditetapkan

berdasarkan ketentuan |

m peraturan perundang- _
_ undangan.

(3] kelompok Jabatan

Fungsional dipimpin  oleh
storang tenaga fungsional
yvang ditunjuk.

(4) .lenis dan jenjang Jabatan

undangan.

Fungsional diatur
_ boerdasarkan ketentuan
_ puraturan perundang-




(5)

(1)

(2)

Jumlah Jabatan Fungsional
ditentukan berdasarkan
beban  kerja, kebutuhan
serta kemampuan keuangan
daerah.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas,
setiap pimpinan  unit
organisasi  dan  kelompok
lenaga  fungsional rajib
menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi  dan
sinkronisasi  baik  dalam
lingkungan masingh-masing
maupun antar satuan kerja
perangkat daerah ch
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon serta
dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Kabupaten
Cirebon  sesual  dengan
lugas masing-masing,

Setigp  pimpinan  satuan
nrganisasi wajib mengawasi

bawahannya masing,
masing dan  bila terjad
penyvimpangan agar

mengambil langkah-langkah




vang diperlukan  sesuai

3

4

(5) Setiap

(t3) Dalam

J

dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangari.

Sctiap pimpinan organisasi
bertanggung jawab
memimpin dan
mengkoordimasikan
bawahan masing-masing

dan memberikan bimbingan
serla petunjuk bagi
pelaksanaan tugas
bawahannyva.

Sctiap  pimpinan - satuan
organisasi wajib mengikuti
dan  mematuhi  petunjuk
dan bertanggungjawab
kepada  alasan Masing:-
masing dan  menyiapkan
laporan berkala tepat pada
waktunya.

laporan yang
diterima  oleh  pimpinan
satuan organisasi dari
bawahannva wajib diolah
dan dipergunakan sebagal
bahan untuk penyusunan
laporan lebih  lanjut dan
untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

penyampaian

laporan masing-masing




Konsideran
mengingat

kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan
kepada satuan  organisasi
lain vang sccara fungsional
mempunyai hubungan
kerja.

(7) Dalam pelaksanaan tugas
setiap  pimpinan  satuan
organisasi di bawahnva dan
dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan
masing-masing,  pimpinan
satuan  organisasi  wajib
mengadakan rapat berkala.

(8) Dalam hal kepada satuan
kerja  perangkat daerah

berhalangan dapat
menunuk bawahan
langsung secara berjenjang
berdasarkan esclonering

dan senioritas.

Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Fenetapan Urusan
Pemenntahan  Konkuren  Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten  Cicbon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cuebon Tahun
2016 Nomor 49, Sern D.6);

Peraturan Daerah Kabupaten




Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2016 Nomor 9, Seri D.6);

Peraturan Dacrah Kabupaten
Cirebon Nomeor 10 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah {Lembaran
Dacrah Kabupaten Cirebon Tahun
2016 Nomor 10, Serl E.3;
Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Cirebon Nomor 46).




